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DPR Diminta Prioritaskan
Revisi UU Perlindungan Saksr

LEMBAGA Perlmdungan Sak31 ;

dan Korban (LPSK) mendesak
DPR memprioritaskan revisi

. Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perhndun gan
Saksi dan Korban. |
Alasannya, UU tersebut hanya

‘memberi kewenangan terbatas

bagi LPSK, juga belum adanya
sinkronisasi dan harmonisasi di
LPSK dengan peraturan perunda-

_'ngan lain, Makanya, revisi aturan

perlindungan saksi dan korban’

harus dilakukan.
" Wakil Ketua LPSK Lies Suhs-. ?

. tiani mengatakan, usulan revisi

- tikiya, substansi hak saksi dan pe-
‘nguatan lembaga LPSK ternyata

beranjak dari pengalaman atas im- |

plementasi Undang-Undang No-
mor 13 tahun 2006. Dalam prak-

masih belum dijabarkan secaraluas
~ “Misalnya, soal perlindungan
terhadap whistleblower (pela-
por), dan saksi pelaku yang mau
bekerjasama atau justice colla-

 borator. Saat ini, belum terelabo-

rasi dan memadai rumusan pasal-'

nya,” ujarnya.

Akibatnya, upaya perhndu—
ngan hukum terhadap para saksi
pelapor menjadi lemah. Semen-

tara peran whistle. blower dan

justice collaborator dalam mem-
bantu penegakan hukum dan

HAM serta pemberantasan keja-

hatan terorganisir lamnya sangat
penting.

“Imbasnya, penegakan hukum
maupun penyelesaian berbagai

- tindakan kejahatan tidak berjalan:
‘maksimal,” kata Lies.

Karena itu, iA berharap pemba-
hasan RUU Perubahan LPSK
dapat segera dituntaskan. Mengi-
ngat masa kerja DPR akan bera-
khir pada Oktober 2014.

“Kami perlu aturan-aturan yang

lebih jelas dan lebih bisa menjang-
kau para saksi pelapor,” kata dia.
Ketua LPSK Abdul Haris Se-

mendawai menyatakan, revisi ha-

rus memberikan penguatan ter-

hadap upaya perlmdungan saksi

. dan korban. Agar LPSK sebagal,

lembaga pemerintah yang diman-

datkan untuk memberikan-perlin-

dungan saksi dan korban, dapat
bekerja optimal. “LPSK harus di-

- optimal untuk memberikan pe-
_layanan dan perlindungan kepada

masyarakat,” katanya,
Seperti diketahui, Komisi. III
DPR dalam waktu dekat berenca-

- namelakukan kunjungan kerja ke
- Aceh, Semarang, Jawa Tengah,

Surabaya, Jawa Timur mengum-
pulkan masukan dari masyarakat,
untuk merevisi Undang-Undang
Perlindungan Saksi Korban.

- Haris pun berharap, kunjungan
ini dapat menerima banyak masu-
kan dari masyarakat. Supaya
nantinya dapat menjadi acuan da-
lam upaya memperbaiki Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan

~ Korban. “Sehingga penguatan

kelembagaan LPSK agar optimal

‘dalarh memberikan perlindungan

kepada saksi dan korban,” pung-
kasnya. ® NDA
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